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Isi Berita:

TRIBUNUTARA.COM: KENDARI — Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kembali
menunjukkan prestasinya dengan kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa
Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun
Anggaran 2023.

Keberhasilan Pemda Konut mempertahankan opini WTP tersebut merupakan
untuk yang ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2017 hingga 2023 di bawah
kepemimpinan Bupati Konawe Utara H. Ruksamin bersama Wakilnya H. Abuhaera.
Opini WTP ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemda konut
Tahun Anggaran 2023.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI
Perwakilan Sultra Dadek Nandemar kepada Bupati Konawe Utara H. Ruksamin diwakili
Wakilnya H. Abuhaera, di Kantor Perwakilan BPK RI Sultra Kendari, Rabu
(22/05/2024). Turut mendampingi Wakil Bupati dalam penyerahan tersebut yakni Wakil
Ketua | DPRD Konut Indra Supriadi, Kepala Inspektorat Konut Amrun Kepala BKAD
Konut Irwan, dan Kabag Hukum Sekretariat DPRD Konut

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar,
menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah atas keberhasilan
mempertahankan predikat Opini WTP. la mengharapkan agar Pemda Konawe Utara terus
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meningkatkan fungsi pengawasan di daerah serta mempercepat tindak lanjut atas
rekomendasi yang diberikan. “Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah
yang berhasil mempertahankan Opini WTP. Kami harapkan Pemda dapat meningkatkan
fungsi pengawasan dan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan,” ujar
Dadek dalam sambutannya.

Tidak hanya Konawe Utara, penyerahan LHP juga dilakukan kepada beberapa
daerah lain di Sulawesi Tenggara, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Timur,
Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton
Selatan, dan Kota Bau-Bau.

Sumber Berita:

1. https://tribunutara.com/konawe-utara-kembali-raih-predikat-wtp-untuk-ketujuh-
kalinya-secara-berturut-turut/, “Konawe Utara Kembali Raih Predikat WTP untuk
Ketujuh Kalinya Secara Berturut Turut”, tanggal 22 Mei 2024.

2. https://kendaripos.fajar.co.id/2024/05/23/prestasi-gemilang-ruksamin-pemda-konut-
sabet-wtp-ke-7/, “Prestasi Gemilang Ruksamin, Pemda Konut Sabet WTP ke 77,
tanggal 23 Mei 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, pada:

1. Pasal 1:

a. angka 1 yang menyatakan bahwa “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya
disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

b. angka 14 yang menyatakan bahwa “Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari
proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar
Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan
BPK”;

2. Pasal 6:

a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik
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Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau
badan lain yang mengelola keuangan negara.”.

b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”.

c. ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu”.

3. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD
sesuai dengan kewenangannya”’; dan

4. Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk keperluan tindak lanjut hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula
hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya”.
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